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PENDAHULUAN

Pada Bab ini peneliti akan membahas tentang latar belakang masalah yang

berisikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti. Dari latarbelakang masalah

T =
éperieliti akan mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi, kemudian membatasi
fiadl-

cmasalah-masalah tersebut yang akan diteliti lebih dalam.

g

@ g Dari batasan masalah tersebut dapat dirumuskan masalah apa saja yang
C A

g')terjgdi serta masalah yang menjadi pertanyaan peneliti untuk melakukan penelitian ini.
%Berjkutnya peneliti akan memaparkan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian

ni.=

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
Pasgal 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Ungang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
ke;;jgrluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak di Indonesia

dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

* Sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor
285Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
seliesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak daerah adalah Pajak Kendaraan

Befmotor.
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Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Kertahadi and
Kunlﬁiawan 2014). Sebagai negara yang menganut sistem self assessment, kepatuhan
wajib pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan
gkevx;ajiban perpajakan. Dalam sistem self assessment, pemerintah memberikan

O

g‘kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri

o

gkewajiban perpajakannya (news.ddtc.co.id). Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang
épengting karena akan berdampak pada penerimaan Negara, semakin tinggi tingkat
gkepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi tingkat penerimaan
gNegara, begitu pula semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak maka semakin rendah tingkat penerimaan Negara.

o Salah satu indikator penerimaan pajak adalah tax ratio, yang merupakan
perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik
Bruto (PDB) suatu negara. Menurut Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis
(CITA) (kemenkeu.go.id), Yustinus Prastowo menuturkan, idealnya, tumbuhnya
periekonomian suatu negara diiringi dengan peningkatan kinerja pemungutan pajak.
Arg'nya, pertumbuhan ekonomi (PDB) seharusnya berkolerasi positif dengan tax ratio.
Tir;g]kat persentase tax ratio di Indonesia tercatat sempat naik 0,3% ke 10,2% pada tahun
2018. Namun, pada tahun 2019 kembali mencatat penurunan 0,4% menjadi 9,8% dan
seriakin ambles 1,5% menjadi 8,3% pada tahun 2020 (national.kontan.co.id). Salah satu

pepyebab rendahnya tax ratio di Indonesia secara factual disebabkan oleh tingkat

kepatuhan pajak di Indonesia masih belum maksimal.

— Tingkat Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan

pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan
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berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia 2014)Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satu penyebab nya adalah tingkat pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan

merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, Undang-Undang, dan

ata_cara perpajakan yang benar. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara

1 1eH

g)EJ,d

adar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur

1bunpun

penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak

ersgbut dapat dirasakannya (Mintje 2016), Namun terdapat kasus ditemukan bahwa jika

buepu

‘pengetahuan perpajakan semakin baik, wajib pajak dapat menemukan celah untuk

epu

=mengurangi menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang seharus nya dibayarkan.
Penglitian yang dilakukan oleh (Wardani and Rumiyatun 2017) Pengetahuan Perpajakan
berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh (Damajanti 2015) menyatakan bahwa pengetahuan

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan
memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan
keégdaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan
kep;atuhan wajib pajak yang lebih baik lagi Rahayu (2017). Menurut (Lovihan 2014),
Késadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam
peharikan pajak tersebut,suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan

pefungutan pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran perpajakan juga mempunyai artian bahwa Wajib Pajak memahami
ber?ar bahwa pajak penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pajak juga

megfupakan salah satu sumber terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu negara dan
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kesejahteraan warganya. Menurut (Susanto 2021) Adanya sarana dan prasarana untuk
kepentingan umum, kebutuhan keamanan, dan fasilitas sosial, dan kepentingan umum
Iain};ya yang sebagian besar dibiayai dari pemasukan pajak. Jadi, Wajib Pajak yang
memiliki kesadaran pajak dan sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya

eﬁunjukan baktinya kepada negara dengan membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mengenai variable kesadaran wajib

ni@ exdig >§H

unpul

pajak (Dipa Teruna 2020) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap

[5)

aep’étuhan wajib pajak, Sedangkan menurut (Nugroho, Andini, and Raharjo 2016)
ﬁnenunjukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

T Seperti yang diketahui pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sangatlah mempengaruhi stabilitas dan perkembangan perekonomian masyarakat sebagai
perkerja maupun pelaku usaha dalam berbagai bidang bisnis, sehingga pemerintah harus
melakukan kebijakan atau penanggulangan agar perekonomian Indonesia tetap stabil dan
tidak jatuh saat masa pandemi (covid-19). Pandemic covid 2019 ini berdampak buruk
bagi* penerimaan pajak negara. Menteri keuangan Sri Mulyani indrawati mengatakan
Lefpbaga belum optimal dalam mengumpulkan pajak. Padahal, pungutan pajak berperan
per;t‘ing dalam pembangunan Indonesia. Sri Mulyani memproyeksikan rasio pajak pada
tahun 2020 sebesar 7,9% dari produk dosmetik bruto (PDB). Dia mengakui angka tersebut
teréebut mengalami penurunan sejak 2018. Pasalnya, rasio pajak mencapai 10,24% pada

tah@n lalu. (https://ekonomi.bisnis.com.)

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan
befffiotor. Perkembangan kendaraan bermotor di Kota besar seperti DKI Jakarta sangatlah

pesat. Menurut Badan Pusat Statistik, DKI Jakarta mengalami peningkatan populasi
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kendaraan bermotor roda dua tiap tahun nya dan jenis Pajak Kendaraan bermotor roda
dug~memiliki jumlah wajib pajak yang paling banyak diantara jenis pajak kendaraan
berlinotor lainnya. Menurut beritajakarta.id. PKB adalah penyumbang pajak daerah
terf'mggi no 2 setelah PBB oleh karena itu pemerintah daerah harus menaruh perhatian
gkht;sus terhadap PKB selaku salah satu penyumbang pajak daerah terbesar agar dapat

O

g*mehcapai target realisasi yang diinginkan oleh pemerintah daerah.

O A
g Tabel 1.1
é‘éniﬁgkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua di DKI Jakarta Tahun 2018-
§ @ 2020
§ g Tahun | Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua
E- 2018 15.037.359
2019 15.868.191
= 2020 16.141.380

:;‘;Sumber Badan Pusat Statistik

: Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah kendaraan
ber}notor roda dua dari tahun 2018-2020. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda
dué dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Penﬁingkatan penerimaan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor tentunya dapat

meinbantu pemerintah untuk melakukan peningkatan pelayanan bagi masyarakat DKI

Jak:alrta.

7 Pemakaian kendaraan bermotor roda dua yang tinggi di DKI Jakarta dapat
deﬁgan jelas terlihat dengan ramai dan padatnya kendaraan bermotor roda dua di jalanan
DK Jakarta setiap harinya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingkat pertumbuhan
ekehomi Indonesia yang terus meningkat sehingga memengaruhi kebutuhan hidup

mdSyarakat ibukota.
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Tabel 1.2

Data Realisasi Dan Penerimaan PKB Tahun 2018-2020

:Jaquins ueyingakuaw uep ueyuwniuedsuaw edue) 1ul SN eAJey ynanyas neie ueibeqas

epug; buep

o &
i EAHUN Rencana Penerimaan PKB | Data penerimaan PKB | Persentase (%) JBueTrLagté?endaraan
- 52018 i Rp 8.350.000.000.000 Rp 8.552.500.000.000 102% 18.784.550
22019 Rp 8.800.000.000.000 Rp 8.600.000.000.000 98% 19.883.246
EZQZO Rp 8.000.000.000.000 Rp 7.870.000.000.000 98% 20.221.821
g Sumber DDTC, com, Badan Pusat Statistik dan Antaranews.com
g
é Berdasarkan dari Tabel dalam kurun waktu 2018-2020 diatas, Kepatuhan
c £
2wajib pajak merupakan faktor terpenting untuk mencapai target realisasi penerimaan

ajgk ,Terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak yang tadi nya di tahun 2018 data

gpengrimaan PKB mencapai 102% menjadi 98% di tahun 2019 dan tahun 2020.

Pergerintah menurunkan target rencana penerimaan PKB di tahun 2020 dan masih saja
tidak mampu mencapai target tingkat realsiasi yang diinginkan pemerintah. Karena hal
ters€but maka penulis tertarik untuk mengetahui hal apakah yang membuat tingkat
realisasi rasio kepatuhan perpajakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, apakah
ada hubunganya antara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan dan

kesadaran wajib pajak yang sudah di terapkan saat ini

i Menurut Kompas.com 28 juni 2020 secara total dari data badan pusat statistik
ads; 20jt lebih kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Dari segala jenis kendaraan
befmotor tersebut, paling banyak yang menunggak PKB adalah pemilik kendaraan
berhotor roda dua, jJumlahnya mencapai 5.145.180 unit kendaraan bermotor roda dua.
Data Ini menunjukan bahwa masih banyak sekali warga Jakarta yang tidak patuh

mémbayar Pajak kendaraan Bermotor, terutama kendaraan bermotor roda dua.
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Identifikasi Masalah

@rdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat
Q
b?e_berapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

©
E Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

;kendaraan Bermotor Roda Dua?

A

2, Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

5

4 Kendaraan Bermotor Roda Dua?

e

@_ Bagaimanakah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor Roda Dua?

=

§Batasan Masalah

3

§Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pnulis membatasi Identifikasi

Q

zmasalah pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

A

§1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2

5 Kendaraan Bermotor Roda Dua?

(9]

% Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor Roda Dua

Isuj

‘Batasan Penelitian

g 3N

Karena keterbatasan waktu, data, dan biaya maka dalam penelitian ini penulis

‘melakukan batasan terhadap penelitian sebagai berikut

)

1 Responden merupakan pemilik kendaraan pribadi roda dua dan pernah

membayar pajak.
Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2021.
Penelitian yang dilakukan pada wajib pribadi Kendaraan bermotor roda dua yang

berada di wilayah DKI Jakarta.

319 Uep| JIM) e)jleuwsioju|
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4. Jenis pajak yang dibahas adalah Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaran Bermotor

@ roda dua.

u

v

~Rumusan Masalah

©

Y

gBerdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan
=

Ejiatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah pengaruh Pengetahuan
A

f_berpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
=)

gBermotor Roda Dua di DKI Jakarta.

@

=Tujuan Penelitian

(o

3

SBerdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai

(]

gberikut

=

;’L Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Perpajakan mempengaruhi tingkat

2,

; Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

=

;’2. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi tingkat

D

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Manfaat penelitian

s

dapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:
1 Pembaca
Bagi pembaca, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan wawasan baru
bagi para pembaca dalam bidang pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan

Bermotor roda dua.

91D uep) }Im) ej3euLiopu] uep sjusig 3N
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